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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembagian harta bersama pada Peradilan Agama yang diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan hukum bagi hakim. 

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim bersandar pada 

ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal KHI ketika 

menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan harta bersama..  

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta 

bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama 

Dompu Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu telah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi harta bersama 

Penggugat dan Tergugat adalah aktiva dan pasiva yakni kekayaan 

yang telah diperoleh bersama dan utang yang dimiliki selama dalam 

ikatan perkawinan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 93 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam bahwa utang bersama yang digunakan 

untuk kebutuhan keluarga dibebankan kepada harta bersama. 

Pertimbangan Majelis Hakim membagi harta Bersama diatas 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan baik Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang perkawinan dan Kompilasi 
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Hukum Islam. Adapun dasar Hukum pembagian harta bersama 

dalam islam yaitu Pasal 97 KHI: “Janda atau duda cerai masing-

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”  

B. SARAN 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada para pihak khususnya pasangan suami istri, jangan sampai 

ada perceraian di dalam perkawinan, karena apabila perceraian di 

tempuh akan menimbulkan permasalahan, jika pun harus menempuh 

perceraian hendaknya pembagian harta bersama di lakukan secara 

damai sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang 

berkepanjangan. 

2. Bagi masyarakat apabila mengajukan gugatan harta Bersama di 

pengadilan, sebaiknya gugatan tersebut disebutkan dengan terperinci 

Hal ini dilakukan agar Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat 

menghasilkan pertimbangan dan putusan yang adil sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi 

Hukum Islam. 
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